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GUBERNUR KALIAN TAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN
HONORARIUM KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib
pengelolaan keuangan daerah diperlukan pengaturan dalam
pemberian honorarium kegiatan dilingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur;

. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47

Tahun 2014 tentang Pemberian Honorarium Kegiatan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pemberian Honorarium Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  TanggungJawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor $8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan DR. H. AWANG FAROEK ISHAK, sebagai
Gubernur Kalimantan Timur dan HM. MUKMIN FAISYAL.
HP, SH, MH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Masa Jabatan 2013 - 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 31);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimatan Timur
Tahun 2008 Nomor 13);

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun
2014 tentang Pemberian Honorarium Kegitan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita
Daerah Provinsi kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pemberian Honorarium Kegiatan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2014 Nomor 47) diubah sebagai berikut :
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Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku
pengguna anggaran/barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kaltim selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Non PNS dan Tenaga teknis/non
teknis yang bekerja pada SKPD dan luar SKPD.

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
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14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas yang terukur.

15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

18. Honorarium kegiatan adalah imbalan jasa atau upah yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil, Non PNS dan Tenaga teknis/non teknis yang
bekerja pada SKPD dan luar SKPD.

19. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan
barang milik daerah.

20. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat yang melaksanakan kegiatan
meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

21.Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah pejabat yang mengelola
kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa.

. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA SKPD /Biro atau DPPA SKPD/Biro.



-6-

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 3 ayat
(1) huruf a dan huruf b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai keluaran
(output) dan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan

a. berbentuk tim/kepanitiaan atau sebutan lain yang bersifat koordinatif
dengan mengikutsertakan unsur dari luar SKPD/Biro; atau

b. pekerjaan yang dilaksanakan merupakan perangkapan fungsi atau
tugas tertentu selain tugas pokoknya sehari-hari ditetapkan oleh
Kepala SKPD/Biro.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat
mengikutsertakan unsur dari luar SKPD/Biro seperti tenaga ahli/instruktur/
narasumber atau tenaga bukan pegawai.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat
diberikan honorarium.

(2) Pemberian honorarium kegiatan memperhatikan azas kepatutan dan
kewajaran.

(3) Besaran honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dibayarkan berdasarkan standarisasi satuan harga yang telah
ditetapkan sesuai dengan Kriteria :

a. setiap pegawai hanya diperkenankan menerima honorarium kegiatan
dari DPA dan DPPA SKPD/Biro maksimal 4 (empat) kali perbulan.

b. batasan maksimal 4 (empat) kali perbulan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tidak berlaku terhadap kegiatan yang telah
dilaksanakan pada bulan sebelumnya namun pembayarannya
dilaksanakan pada bulan yang bersamaan.

c. dikecualikan dari ketentuan huruf a dan huruf b untuk pembayaran
honorarium :

1. Pengelola Keuangan/Barang; dan

2. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.



-7-

6. Diantara BAB III dan BAB IV ditambahkan BAB III A KETENTUAN
PERALIHAN dan ketentuan Pasal 5 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5 A

Peraturan Gubernur ini tidak berlaku untuk kegiatan yang telah
dilaksanakan sebelum tanggal 1 Oktober 2014, namun realisasi pembayaran
honorarium dilakukan setelah 1 Oktober 2014.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Desember 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 67.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA HUKUM,

- SUR! N
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19620527 198503 1 006



